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Abstract 
 

Conflicts among farmers over water resource management are often a significant problem, 
especially during the dry season. This is made all the more complex by the fact that these 
problems occur on a protracted basis without any concrete action being taken to resolve them. 
One of these realities occurs in the community of Kedungrejo Village, Malang District. The 
emergence of catfish cultivation is an alternative business and an effort to form a space for 
community consensus in discussion. This study analyzes the role of catfish farming as a 
consensus space in two forms of questions. First, how is the relevance between the hadith 
about deliberation and catfish cultivation as a community consensus space? Second, how is 
the impact of catfish farming as a consensus space in breaking the tension in the community? 
Using a descriptive qualitative approach and Miles and Huberman's analysis, this study 
found that catfish farming is not only an alternative economic solution but also fosters social 
solidarity through deliberation. Meanwhile, the hadith about deliberation in farmers' socio-
economic practices confirms that Islamic values can be applied in community life. As a result, 
catfish cultivation in Kedungrejo is proof that deliberation can be a tool for conflict resolution 
while improving community welfare. 
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Abstract 
 

Konflik di antara petani atas pengelolaan sumber daya air sering menjadi masalah besar, 
terutama selama musim kemarau. Hal ini menjadi semakin kompleks, karena masalahan 
tersebut terjadi secara berlarut-larut tanpa adanya suatu tindakan konkret yang mampu 
memecah suatu permasalahan. Realitas ini salah satunya terjadi di tengah masyarakat Desa 
Kedungrejo, Kabupaten Malang. Munculnya budidaya lele menjadi alternatif usaha sekaligus 
upaya untuk membentuk ruang konsensus masyarakat dalam berdiskusi. Penelitian ini 
menganalisis peran budidaya ikan lele sebagai ruang konsensus dalam dua bentuk 
pertanyaan. Pertama, bagaimana relevansi antara hadis tentang musyawarah dengan 
budidaya lele sebagai ruang konsensus masyarakat?. Kedua, bagaimana dampak yang 
dihasilkan dari budidaya lele sebagai ruang konsensus dalam memecah ketengangan di tengah 
masyarakat?. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis Miles dan 
Huberman, penelitian ini menemukan bahwa budidaya ikan lele tidak hanya merupakan 
solusi ekonomi alternatif, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial melalui musyawarah. 
Sementara itu, hadis tentang musyawarah dalam praktik sosial ekonomi petani menegaskan 
bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Alhasil, budidaya 
ikan lele di Kedungrejo menjadi bukti bahwa musyawarah dapat menjadi alat penyelesaian 
konflik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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A. Pendahuluan  

etani di pedesaan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari 

menurunnya minat generasi muda terhadap pertanian hingga 

konflik dalam pengelolaan sumber daya air. Dirilis dari Pusat Sosial 

Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nasional, permasalahan tersebut 

di antaranya berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, 

sempitnya kepemilikan lahan, masalah infrastruktur dan sarana prasarana, 

permasalahan lahan dan air, serta permasalahan koordinasi dan sinergi antar 

sektor. (Policy Brief, 2019) Hal ini tidak terlepas dari pengaruh modernisasi dan 

pembangunan perkotaan, di mana pembangunan di perdesaan tidak pernah 

diperhatikan. Akibatnya, pembangunan daerah pedesaan selalu menghadapi 

permasalahan, baik dari segi pelaksanaan maupun dampaknya. Padahal, 

pembangunan pedesaan saat ini memerlukan sentuhan yang serius, terutama 

strategi masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan yang ada, baik dalam 

skala teknologi, informasi, maupun aksesibilitas yang cukup memadai. (Iqbal & 

Anugrah, 2009; Wijayanti & Pratomo, 2019)  

Kondisi tersebut diprediksi akan semakin parah, karena kurangnya 

perhatian dari stakeholder terkait, padahal daerah pedesaan mempunyai potensi 

besar untuk dikembangkan. Alhasil, yang tersisa hanyalah permasalahan yang 

kompleks dan tak bertepi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Desa 

Kedungrejo, Kecamatan, Kabupaten Malang, di mana kondisi pertanian di desa 

tersebut menghadapi tantangan konversi lahan dan permasalahan regenerasi 

petani. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, lahan sawah pada tahun 2019 tercatat 

seluas 44.375 hektar dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 37.398 

hektar. Dalam kurun waktu lima tahun, terjadi pengurangan lahan sawah seluas 

6.977 hektar. (Mahmudan, 2024) Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, salah 

satunya karena pendapatan yang tidak menentu di sektor pertanian, sehingga 

menjadikan warga di desa tersebut memilih untuk mencari pekerjaan di kota.  

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dominasi perkotaan terhadap 

pedesaan cukup tinggi, terutama dalam bidang penghidupan. Banyak orang yang 

pergi ke kota untuk mencari penghidupan secara layak. Hal ini tentunya 

berdampak pada menurunnya minat generasi muda petani di desa. (Anwarudin, 

2009; Rizal & Rahayu, 2015) Selain itu, konflik antar petani terjadi akibat 

perebutan waktu untuk mengairi air ke sawah masing-masing petani seringkali 

permasalahan tersendiri. (Bachtiar et al., 2022; Martuti et al., 2021) Kondisi 

tersebut biasa terjadi pada musim kemarau, ketika petani menghadapi 

kekurangan air. Tindakan sabotase tersebut memicu ketegangan di kalangan 

petani di desa tersebut dan juga terhadap pihak yang bertanggung jawab 
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terhadap irigasi pertanian di desa tersebut, sehingga konflik yang terjadi semakin 

menambah kompleksitas pertanian di pedesaan.  

Dalam praktiknya, permasalahan tersebut terjadi secara berlarut-larut tanpa 

solusi yang jelas. Ketegangan antara satu individu dengan individu lain bahkan 

semakin memuncak tatkala permasalahan konkret datang, terlebih masing-

masing pihak memiliki kepentingan untuk menjadikan usahanya menjadi baik, 

sehingga menghasilkan untung maksimal. Dalam hal ini, Islam telah 

menawarkan suatu konsep sebagai upaya untuk menyelesaikan setiap 

permasalahan. Berbagai permasalahan sosial mampu diselesaikan secara damai 

melalui musyawarah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Tirmidzi 

bahwasanya tangan (kekuasaan Allah) bersama jamaah. (al-Tirmīżī, 2009, p. 241) 

Selain itu, prinsip dasar musyawarah yang ditawarkan oleh Islam bersifat 

universal. Segala permasalahan bisa diselesaikan melalui komunikasi di antara 

dua pihak atau lebih, dengan catatan bahwasanya hal tersebut dilakukan atas 

dasar mencari jalan keluar terbaik.  

Di dalam penelitiannya, Yesi dan Sunarso (2018) menyebut bahwasanya 

musyawarah merupakan kebudayaan lokal yang perlu dilestarikan. 

Kehadirannya bukan hanya sebatas identitas bangsa Indonesia, tetapi 

kehadirannya juga terbukti cukup efektif untuk mencapai keputusan bersama. 

Dalam kesempatan lain, Firdaus (2019) juga menyebut bahwasanya budaya dan 

kondisi suatu masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam musyawarah, 

dengan tetap berpegang pada prinsip lemah lembut, lapang dada, terbuka, dan 

tawakkal. Lebih lanjut, Wulandari dan Muhid (2024) menyebut bahwasanya 

keputusan yang diambil dari forum musyawarah bersifat netral, yang berarti 

tidak adanya keberpihakan pada suatu individu atau kelompok tertentu. Ia 

muncul dari kesepakatan bersama untuk bisa menghasilkan suatu jalan keluar 

yang menguntungkan semua pihak. (Wulandari & Muhid, 2024, p. 67)  

Musyawarah sebagai ruang mufakat tidak hanya menjadi wadah berdiskusi, 

namun juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan kerjasama antar 

petani. Secara konkret, musyawarah dalam rangka membangun konsensus untuk 

pengelolaan sumber daya secara bersama-sama menjadi sesuatu yang sangat 

mungkin untuk dilakukan dalam mengurai berbagai permasalahan yang terjadi 

di tengah masyarakat Kedungrejo, Malang. Melalui usaha budidaya ikan lele, 

minat para remaja terhadap pertanian bisa meningkat, sehingga mampu merubah 

pola fikir mereka untuk mencari penghidupan di kota. Selain itu, ketegangan 

antar petani yang dipicu oleh permasalahan tertentu bisa diminimalisir, karena 

adanya suatu alternatif pertanian yang tetap memiliki nilai ekonomi tinggi. 

Terlebih Malang memiliki potensi tersendiri untuk bisa dikembangkan, baik dari 

sisi pertanian produktif maupun wisata pertanian. (Musyaddad et al., 2019; Nalle 

et al., 2021)  
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Berangkat dari berbagai permasalahan yang ada, penelitian ini hadir untuk 

mengkaji bagaimana konsep musyawarah dalam Islam dapat diimplementasikan 

dalam praktik pertanian masyarakat. Kajian ini dimulai dari dua pertanyaan 

mendasar; pertama, bagaimana relevansi antara hadis tentang musyawarah 

dengan budidaya lele sebagai ruang konsensus masyarakat?; kedua, bagaimana 

dampak yang dihasilkan dari budidaya lele sebagai ruang konsensus dalam 

memecah ketengangan di tengah masyarakat?. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

termasuk menjawab pertanyan yang telah dirumuskan, penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti 

memahami secara mendalam fenomena sosial pada masyarakat petani. Deskriptif 

kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran mendalam mengenai suatu fenomena sosial berdasarkan data yang 

dikumpulkan langsung dari partisipan. 

Dengan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, analisis 

data, dan penarikan kesimpulan, (Meci Nilam Sari, et all, 2024) penelitian ini akan 

mengeksplorasi bagaimana ruang mufakat terbentuk melalui musyawarah petani 

dan bagaimana implementasi hadis tentang musyawarah dalam praktik 

pertanian. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara 

mendalam, dan studi dokumentasi untuk memberikan pemahaman 

komprehensif tentang hubungan budidaya ikan lele, mufakat petani, dan prinsip 

musyawarah dalam Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendemonstrasikan 

secara lebih komprehensif mengenai implementasi dan pengaplikasian konsep 

musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat akan 

lebih memahami urgensi dari musyawarah, dan menerapkannya pada setiap 

permasalahan untuk mencapai jalan keluar yang solutif.  

  

B. Konsensus dalam Sosiologi 

Secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

masyarakat dan kehidupan bermasyarakat. (Baharuddin, 2021, p. 4) Sebagai 

tokoh yang memperkenalkan gagasan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang 

sama kuatnya dengan ilmu sains, Comte mensyaratkan empirisme sebagai bagian 

dari kajian sosiologi. Empirisme tersebut hadir untuk menjaga kemurnian data, 

sehingga sifatnya menjadi ilmiah, bukan sebatas perenungan atau khayalan 

belaka. Bahkan secara mantap, Comte menyebut ilmu sosiologi memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi daripada Astronomi, Fisika, Ilmu Kimia, dan 

Biologi. Untuk itu, dibutuhkan pengamatan langsung, perbandingan, 

eksperimen, dan juga aspek historis sebagai metode pengumpulan data. 

(Laeyendecker, 1983; Sunarto, 2004, p. 3) Hal ini ditujukan untuk menjaga 

objektivitas dan keilmiahan dari kajian sosiologi itu sendiri.  
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Dari keumuman ilmu sosiologi, sosiologi komunikasi menjadi bagian 

penting yang tidak dapat dipisahkan dari setiap interaksi yang terjadi di antara 

berbagai lapisan masyarakat. Beberapa isu dalam sosiologi komunikasi tidak 

hanya berkaitan dengan lembaga-lembaga sosial dan norma-norma sosial yang 

mengaturnya, (Mahyuddin, 2019, pp. 2–6) tetapi juga merupakan studi mengenai 

tatanan sosial dan meramalkan kehidupan masyarakat dengan melihat tingkah 

laku manusia sebagai hal yang harus dipelajari. Pendekatan ini juga dikenal 

dengan teori konsensus yang menekankan bahwa aspek keteraturan sosial dapat 

diwujudkan melalui sosialisasi, di mana sosialisasi mengacu pada proses 

mempelajari perilaku yang diharapkan dalam lingkungan sosial yang dilakukan 

oleh seorang individu. (Jones et al., 2016, p. 13) 

Dalam praktiknya, sebuah sosialisasi dimaksudkan untuk menyamakan 

suatu preferensi masyarakat yang memiliki letak perbedaan tertentu. Perbedaan 

sosial muncul karena adanya variasi norma dan nilai yang dianggap sesuai di 

setiap masyarakat, sehingga teori konsensus berpendapat bahwa struktur sosial 

dan aturan budaya mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. (Jones et 

al., 2016, p. 13) Aturan-aturan tersebut membentuk pola tindakan yang mungkin 

berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, di mana hal ini terlihat 

pada norma dan peraturan di berbagai institusi, seperti sekolah yang memiliki 

aturan tertentu. Dengan demikian, setiap individu dalam suatu masyarakat 

cenderung menunjukkan perilaku yang seragam karena dibentuk oleh berbagai 

norma-norma dan nilai-nilai yang telah disosialisasikan sebelumnya. Hal ini 

memastikan bahwa aturan budaya menyusun perilaku, menjamin kesepakatan 

sosial, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga konsensus 

mengenai nilai kehidupan manusia diperlukan untuk membentuk keseimbangan 

dan kelangsungan hidup masyarakat. (Silalahi, 2008)  

Lebih lanjut, teori ini berangkat dari beberapa asumsi dasar tentang tatanan 

sosial dalam masyarakat. Pertama, sistem sosial dalam masyarakat terbentuk 

melalui interaksi sosial yang terjadi antar individu berdasarkan standar penilaian 

yang disepakati bersama. Kedua, konsensus terhadap nilai-nilai kemasyarakatan 

merupakan faktor utama dalam menjaga integrasi sosial. Ketiga, masyarakat 

dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 

berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga perubahan pada satu aspek 

akan berdampak pada aspek lainnya. Berangkat dari hal tersebut, teori ini 

berasumsi bahwa masyarakat cenderung bergerak menuju keseimbangan sosial, 

di mana setiap perubahan yang terjadi akan mengarah pada stabilitas. 

Penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam sistem sosial secara bertahap 

akan diatasi melalui proses penyesuaian dan pelembagaan, sehingga masyarakat 

dapat kembali pada kondisi stabil.  
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Selain itu, perubahan sosial di masyarakat pada umumnya terjadi secara 

bertahap dan tidak bersifat revolusioner, sehingga memungkinkan terjadinya 

adaptasi yang lebih baik terhadap dinamika sosial. Untuk menjaga kelangsungan 

sistem sosial, dua mekanisme utama yang berperan adalah sosialisasi -proses di 

mana individu menginternalisasikan norma dan nilai sosial- dan kontrol sosial, 

yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu bertindak sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, teori konsensus menekankan 

pentingnya stabilitas sosial, ketertiban, dan mekanisme penyesuaian dalam 

menjaga keharmonisan sosial. 

Asumsi dasar teori konsensus (harmonic theory) adalah sebagai berikut: 1) 

Sistem sosial dalam masyarakat merupakan suatu sistem tindakan yang terbentuk 

dari interaksi sosial yang terjadi antara berbagai individu yang tumbuh atas dasar 

suatu standar penilaian yang disepakati, 2) konsensus antar anggota masyarakat 

mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu merupakan faktor integratif yang 

paling penting, 3) masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem yang 

mencakup bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, 4) 

adanya kecenderungan kuat masyarakat untuk bergerak menuju keseimbangan 

tertentu, 5) Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat dalam 

jangka waktu tertentu akan diatasi melalui proses penyesuaian dan pelembagaan, 

6) perubahan yang terjadi dalam masyarakat terjadi secara bertahap, dan 7) 

kelangsungan sistem sosial dapat dipertahankan melalui dua mekanisme dasar 

sosial, yaitu sosialisasi dan kontrol sosial. (Fuady, 2007)  

Salah satu tokoh utama teori ini, Émile Durkheim, menekankan bahwa 

keberadaan masyarakat bergantung pada konsensus moral, yaitu kesepakatan 

bersama mengenai nilai-nilai fundamental yang diperlukan untuk menciptakan 

tatanan sosial. Konsep ini tercermin dalam gagasan kesadaran kolektif yang 

berfungsi sebagai sumber solidaritas yang mendorong individu untuk bekerja 

sama dalam suatu masyarakat. Durkheim juga memperkenalkan konsep 

solidaritas mekanis, dimana individu-individu dalam suatu komunitas merasa 

mempunyai identitas yang sama, baik dalam pikiran maupun perasaan, sehingga 

memperkuat ikatan sosialnya. 

  

C. Interpretasi Hadis tentang Musyawarah dalam Merespon Kebutuhan 

Masyarakat 

Secara etimologis, istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab yang 

memiliki derivasi makna berupa nasehat, pertimbangan, dan konsultasi.  (CD. 

Kamus al-Ma’any Online, diakses 20 Maret 2025) Di dalam Kitab Mu’jam Maqāyis 

al-Lughāt, istilah musyawarah dari sisi bahasa berangkat dari kalimat takhrīj min 

al-‘asalī khaliyyah min al-nakhali, yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang 

lebah. (Hariyanto, 2015, p. 241; Zakariyah, 1972, p. 226) Artinya, ada upaya 
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mengeluarkan sesuatu dari aspek pokoknya untuk didiskusikan, sehingga hal 

tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dasarnya, seperti musyawarah 

untuk kejahatan atau hal-hal lain yang menyelisihi syari’at. Selain itu, sebagian 

ahli lughah berpendapat bahwa lafadz syawara (musyawarah) berarti mencapai 

suatu pendapat atau buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah. 

(Manẓūr, 2015) 

Dalam hal ini, Abd al-Ḥamid al-Anṣārī berpendapat bahwa syūra 

(musyawarah) berarti berkonsultasi atau bertukar pendapat mengenai suatu 

permasalahan atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian 

dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kebaikan bersama. (al-Anṣārī, 

1985) Selain itu, musyawarah juga bisa dimaknai dengan berkumpulnya orang-

orang dalam mendiskusikan suatu masalah, sehingga darinya muncul 

kesepakatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan bersama sebagai 

suatu jalan keluar. (Abdullah, 2014; Rusdi, 2014) Prinsip dasar dari muswarah 

bukan untuk menang-menangan, tetapi mencari suatu jalan keluar dari pikiran 

bersama. Untuk itu, setiap ego dan kepentingan pribadi perlu ditangguhkan. Hal 

ini ditujukan untuk mencari jalan keluar yang memiliki nilai manfaat bagi setiap 

pihak, bukan nilai manfaat yang memihak.  

Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwasanya nabi tidak hanya 

menganjurkan musyawarah, tetapi ia juga menjalankan hal tersebut dalam 

keseharian. Hal ini dibuktikan oleh riwayat Imam al-Syafi’i dan Ahmad, di mana 

Abu Hurairah menyebut bahwa ia tidak pernah melihat orang yang paling 

banyak bermusyawarah selain Nabi saw. (al-Syāfi’ī, 1980; Ḥanbal, n.d.)  

: وكََانَ أبَوُ هُرَيْ رةََ يَ قُولُ:   مَشُورةًَ لَِِصْحَابهِِ مِنْ أَكْثَ رَ  كَانَ  قَطُّ  أَحَدًا  رَأيَْتُ  مَا  قاَلَ الزُّهْريُِّ
 .رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم

 

Nabi menyadari besarnya peran para sahabat dalam memberikan pertimbangan 

tertentu dalam keberlangsungan Islam, baik secara sosial, politik, maupun 

peribadatan. Ketika perang khandaq, nabi tidak malu untuk bertanya kepada 

para sahabatnya mengenai strategi yang efektif untuk merespon serbuan dari 

kaum kafir ke Madinah. Dengan pengalamannya, Salman al-Farisi memberikan 

sarannya untuk membuat parit. Mendengar saran tersebut, nabi tidak lantas 

marah karena diajari oleh orang lain. Nabi justeru menjalankan saran tersebut, 

dengan membangun parit secara bersama-sama. (Siregar, 2014, p. 50)  

Selain hadis tersebut, terdapat dalil lain mengenai musyawarah yang 

tampak pada riwayat Muslim di dalam Kitab Shahihnya; (Muslim Ibn al-Hajjāj, 

1916, p. 170)  
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ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ   ثَ نَا حَََّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثََبِتٍ ، عَنْ حَدَّ انُ ، حَدَّ ثَ نَا عَفَّ بَةَ ، حَدَّ أَبِ شَي ْ
...الحديث أنََسٍ » أَنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم شَاوَرَ حِيَن بَ لَغَهُ إِقْ بَالُ أَبِ سُفْيَانَ 

  )رواه مسلم(
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah 
menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم 
mengadakan musywarah ketika sampai kepada beliau kabar mengenai 
kedatangan kafilah Abu Sufyan… al-hadits.  

 

Dari sisi makna, hadis tersebut memberikan pemahaman tentang 

pentingnya musyawarah dalam berbagai urusan umat. Rasulullah saw langsung 

memberikan contoh kegiatan musyawarah yang pada saat itu dilakukan 

menjelang perang Uhud. Pada saat itu, Nabi saw berunding dengan para 

sahabatnya untuk meminta pendapat mereka dalam menghadapi kelompok kafir 

Quraisy yang pulang dari Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan. (Supian, 2019) 

Hal terpenting dalam proses musyawarah yang dilakukan Rasulullah saw 

bersama para sahabatnya bukanlah benar atau tidaknya keputusan yang diambil, 

melainkan nilai dari musyawarah itu sendiri dalam menghadapi berbagai 

persoalan kehidupan. Dalam musyawarah, setiap pihak akan bertanggungjawab 

untuk melaksanakan dan memastikan keberhasilan keputusan yang telah 

disepakati bersama.  

Sebagaimana disinggung sebelumnya, musyawarah tidak hanya terbatas 

pada suatu dimensi tertentu, seperti kepemimpinan maupun praktik belajar, 

namun juga dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di tingkat 

masyarakat. Dalam Islam, musyawarah digunakan sebagai cara untuk mencapai 

kesepakatan dalam pengambilan keputusan guna memperoleh keadilan dan 

keberkahan. Setiap individu yang terlibat dalam musyawarah mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memberikan pandangannya terhadap suatu hal. 

Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan dalam menjalankan 

setiap tindakan sehingga dapat menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis 

dan adil. (Fahriana, 2019; Wulandari & Muhid, 2024)  

Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam yang 

bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis antar sesama. 

Nabi saw sering melibatkan para sahabatnya dalam memberikan masukan 

sebelum mengambil keputusan penting, (al-Najdī, 1998, p. 435) di mana hal ini 

merupakan contoh nyata pentingnya pertimbangan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Realitas tersebut mengajarkan bahwa musyawarah mempunyai 

peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam mendorong umat Islam 

untuk selalu mengedepankan dialog dan mufakat dalam setiap pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, praktik musyawarah menjadi dasar untuk 
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membangun masyarakat yang saling menghargai pendapat dan bekerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan satu dari lima sila dalam pancasila 

terdapat butir yang menyebutkan musyawarah, yang berarti konsep bernegara 

yang dijunjung adalah musyawarah dan mufakat. 

 

D. Relevansi Hadis tentang Musyawarah dengan Budidaya Lele sebagai Ruang 

Konsensus Petani  

Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, konflik antar 

petani kerap terjadi akibat perebutan akses sumber daya air, terutama pada 

musim kemarau. Ketidakseimbangan distribusi air irigasi seringkali 

menimbulkan ketegangan di kalangan petani yang memiliki lahan dengan 

kebutuhan air yang berbeda-beda. Dalam situasi ini, diperlukan mekanisme yang 

dapat meredakan ketegangan dan memberikan win-win solution bagi semua 

pihak. Melalui forum musyawarah dan konsensus sosial, masyarakat sepakat 

untuk melakukan budidaya ikan lele sebagai solusi atas permasalahan tersebut. 

Hal ini tidak hanya berperan sebagai upaya menciptakan ruang konsensus bagi 

para petani, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang membantu pemenuhan 

kesejahteraan masyarakat dari sisi finansial.  

Jika merujuk pada realitas sosial pedesaan, air sungai sebenarnya tidak 

hanya digunakan untuk irigasi pertanian, tetapi juga untuk keperluan rumah 

tangga seperti mencuci pakaian, mencuci peralatan dapur, dan mandi. Dari sudut 

pandang hidrologi, air merupakan senyawa H₂O yang mempunyai peranan 

dinamis sebagai unsur vital bagi kehidupan makhluk hidup. (Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2015; Martuti et al., 2021) Air sungai 

berasal dari sumber mata air pada suatu titik tertentu, mempunyai kadar dan 

debit harian yang bervariasi, serta berfungsi sesuai dengan kondisi geologi dan 

tanah disekitarnya. (Hidayat, 2020) Salah satu pemanfaatan yang lebih produktif 

dan berkelanjutan bagi petani adalah budidaya ikan lele. (Musyaddad et al., 2019; 

Nalle et al., 2021) Pemanfaatan air sungai untuk budidaya ikan lele terbukti 

menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan pendapatan petani. Kegiatan 

ini membuka peluang bagi para petani untuk memiliki pekerjaan sampingan yang 

berkelanjutan tanpa meninggalkan rutinitas utama mereka di bidang pertanian.  

Melalui sistem pemanfaatan air sungai yang tepat, budidaya ikan lele dapat 

menjadi solusi ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, 

namun juga menjaga kelestarian lingkungan di pedesaan. Selain itu, budidaya 

ikan lele dipilih sebagai salah satu solusi alternatif, karena hal tersebut dianggap 

mampu selain permasalahan bibit ikan lele, pakan, dan ketersediaan kolam, air 

juga menjadi hal mendasar yang perlu diperhatikan demi keberhasilan usaha 

tersebut. Budidaya ikan lele dimaksudkan agar konflik pertanian permasalahan 

irigasi di Desa Kedungrejo dapat terselesaikan dengan melakukan alternatif 
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kegiatan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya air, dimana dengan 

adanya budidaya ikan lele akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab 

dikalangan petani. Cita rasa ini muncul tidak hanya sebatas pada kegiatan 

budidaya ikan lele saja, namun bisa berkembang hingga urusan pengairan. Petani 

di desa akan lebih menghargai air dan lebih patuh pada kesepakatan yang telah 

ditetapkan. 

Budidaya ikan lele di Desa Kedungrejo bermula dari inisiatif sekelompok 

petani yang menyadari bahwa ketergantungan terhadap pertanian konvensional 

semakin sulit karena semakin berkurangnya lahan dan meningkatnya persaingan 

dalam penggunaan air irigasi. Dengan memanfaatkan air sungai dan kolam 

buatan, mereka mencoba mengembangkan budidaya ikan lele secara kolektif. 

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak petani yang tertarik untuk 

berpartisipasi, sehingga terbentuklah sistem pengelolaan bersama berdasarkan 

prinsip musyawarah. Pembahasan ini mencakup berbagai aspek, seperti 

pembagian tanggung jawab, jadwal penggunaan air, dan sistem distribusi hasil 

panen. 

Dalam perspektif teori konsensus, keberadaan budidaya ikan lele 

mencerminkan bagaimana suatu komunitas dapat membangun kesepakatan 

bersama untuk mencapai keseimbangan sosial. Teori ini menekankan bahwa 

tatanan sosial diwujudkan melalui interaksi sosial berdasarkan norma dan nilai 

yang disepakati. Dalam konteks ini, kesepakatan untuk melakukan budidaya ikan 

lele secara kolektif menjadi wujud nyata konsensus sosial, dimana para petani 

bersama-sama menyepakati bagaimana pemanfaatan sumber daya air dapat 

dilakukan secara lebih adil dan produktif. Selain memberikan solusi terhadap 

konflik irigasi, budidaya ikan lele juga membantu meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi para petani. Banyak petani yang sebelumnya hanya bergantung pada 

tanaman padi sawah, kini mempunyai penghasilan tambahan dari budidaya ikan 

lele. Lebih dari sekedar aspek ekonomi, kegiatan ini juga mempererat solidaritas 

antar petani.  

Mereka rutin mengadakan musyawarah untuk membahas strategi 

pengelolaan, tantangan yang dihadapi, dan inovasi teknik budidaya. Hal ini 

mencerminkan salah satu prinsip dasar teori konsensus, yaitu tatanan sosial dapat 

diwujudkan melalui komunikasi yang efektif dan kerjasama yang berkelanjutan. 

Realitas keterlibatan petani dalam musyawarah budidaya ikan lele bisa 

dipandang sebagai suatu solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi 

masyarakat Kedungrejo, di mana hal tersebut mendapatkan dua legalitas 

sekaligus. Legalitas pertama berasal dari hadis nabi terkait urgensi dan manfaat 

dari musyawarah. (al-Syāfi’ī, 1980; Ḥanbal, n.d.) Sementara itu, legalitas kedua 

didasarkan pada teori konsensus dalam ilmu sosiologi yang menjelaskan 
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bagaimana ruang diskusi yang ada pada masyarakat mampu memecah 

ketegangan yang terjadi. (Jones et al., 2016, p. 13) 

Dalam konteks Desa Kedungrejo, musyawarah yang dilakukan para petani 

untuk menentukan tata kelola budidaya ikan lele mencerminkan bagaimana 

prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial ekonomi mereka. Selain itu, 

hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memiliki relevansi dalam 

konteks ini. Hadits tersebut menyebutkan bagaimana Nabi saw mengadakan 

musyawarah sebelum menghadapi kafilah Abu Sufyan pada perang Uhud. 

(Muslim Ibn al-Hajjāj, 1916, p. 170)  Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah 

tidak hanya sebatas tradisi, namun juga mempunyai implikasi strategis dalam 

menentukan kebijakan yang melibatkan kepentingan orang banyak. Sejalan 

dengan hal tersebut, para petani di Kedungrejo menggunakan musyawarah 

sebagai strategi utama dalam menentukan kebijakan pertanian yang berdampak 

pada kesejahteraan kolektif mereka. 

Dengan demikian, budidaya ikan lele tidak hanya berfungsi sebagai 

alternatif ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemersatu masyarakat. Melalui 

musyawarah rutin, petani dapat berdiskusi tentang pengelolaan budidaya, 

pembagian keuntungan, dan cara meningkatkan produktivitas tanpa 

mengorbankan kepentingan salah satu pihak. Dalam forum tersebut, masyarakat 

bisa melakukan kajian mendalam yang kemudian diimplementasikan dalam 

terobosan baru untuk bisa memaksimalkan hasil budidaya lele. Misalnya Sistem 

green water system (GWS) dan red water system (RWS) yang ditawarkan oleh 

Suhendra, bisa menjadi alternatif untuk menunjang keberhasilan budidaya lele 

secara berkelanjautan (Suhendra et al., 2024) dengan tetap mempertimbangkan 

aspek bahan, sarana prasarana, cara kerja, lingkungan, dan sumber daya manusia. 

(Damayanti et al., 2023) Semua itu bisa dilakukan melalui musyawarah, di mana 

visi, misi, dan tujuan dari budidaya bisa sejalan dan memiliki nilai 

kebermanfaatan luas.  

Realitas tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tentang musyawarah 

tidak hanya berlaku dalam urusan agama atau pemerintahan, tetapi juga dalam 

aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, model pengelolaan 

berbasis musyawarah ini juga memastikan bahwa setiap warga masyarakat 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Seperti pada 

teori konsensus yang menekankan bahwa sistem sosial bertahan karena 

mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial, petani di Kedungrejo dengan sendirinya 

membentuk norma bersama mengenai penggunaan air secara adil, sehingga 

mencegah konflik yang terjadi di masa lalu. 

Lebih lanjut, keberhasilan budidaya ikan lele sebagai ruang konsensus para 

peternak juga terlihat dari dampak jangka panjangnya. Dengan stabilnya sistem 

pengelolaan air dan meningkatnya pendapatan dari bercocok tanam, banyak 
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generasi muda yang mulai tertarik untuk kembali ke sektor pertanian. Hal ini 

menunjukkan bahwa musyawarah yang dilakukan secara konsisten tidak hanya 

berdampak pada penyelesaian konflik, namun juga menjadi landasan bagi 

regenerasi petani dan keberlanjutan sektor pertanian di desa. Budidaya ikan lele 

di Desa Kedungrejo telah berkembang menjadi ruang konsensus petani yang 

menghubungkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan Islam. Alternatif tersebut 

diyakini sebagai cara yang cukup efektif dalam mengurai permasalahan yang 

kerap terjadi di tengah masyarakat. (Fahriana, 2019) Kehadirannya bukan hanya 

sebatas identitas sosial masyarakat Indonesia, tetapi di dalamnya juga terdapat 

manfaat konkret dalam mencari jalan keluar atas setiap problematika sosial. 

(Akbar, 2022, p. 62) 

Keberhasilan budidaya ikan lele sebagai ruang konsensus para peternak 

juga terlihat dari dampak jangka panjangnya. Dengan stabilnya sistem 

pengelolaan air dan meningkatnya pendapatan dari bercocok tanam, banyak 

generasi muda yang mulai tertarik untuk kembali ke sektor pertanian. Hal ini 

menunjukkan bahwa musyawarah yang dilakukan secara konsisten tidak hanya 

berdampak pada penyelesaian konflik, namun juga menjadi landasan bagi 

regenerasi petani dan keberlanjutan sektor pertanian di desa. Budidaya ikan lele 

di Desa Kedungrejo pada akhirnya tidak hanya hanya menjadi ruang konsensus 

bagi berlangsungnya komunikasi antara masyarakat, tetapi ia sendiri merupakan 

konsensus yang muncul dari pikiran bersama untuk mengatasi permasalahan 

yang selama ini terjadi secara berlarut-larut. (Demmallino et al., 2024, p. 166)  

Kehadirannya mampu menghubungkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan 

Islam. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi 

saja, namun juga pada kemampuan masyarakat dalam membangun kesepakatan 

bersama melalui musyawarah, seperti yang dicontohkan Rasulullah saw dalam 

berbagai pengambilan keputusan yang melibatkan para sahabatnya. Dengan 

menerapkan prinsip musyawarah dalam pengelolaan budidaya ikan lele, para 

peternak di Kedungrejo telah menunjukkan bahwa keharmonisan sosial dapat 

dicapai melalui kerjasama dan kesepakatan bersama dengan merujuk pada nilai-

nilai Islam dan prinsip konsensus sosial. 

   

E. Simpulan 

Kajian ini menunjukkan bahwa budidaya ikan lele di Desa Kedungrejo tidak 

hanya menjadi alternatif strategi ekonomi bagi petani, namun juga berfungsi 

sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan ruang konsensus. Konflik yang 

sering terjadi di kalangan petani akibat perebutan sumber daya air dapat 

diminimalisir melalui kesepakatan bersama dalam pengelolaan air untuk 

budidaya ikan lele. Dalam perspektif teori konsensus, tatanan sosial terbentuk 

melalui norma dan nilai yang disepakati bersama. Budidaya ikan lele merupakan 
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salah satu bentuk kesepakatan yang mampu mempererat solidaritas petani dan 

meredam ketegangan akibat perebutan sumber daya. Selain itu, penelitian ini juga 

mengkontekstualisasikan hadis tentang musyawarah dalam praktik sosial 

ekonomi petani. Sebagaimana diajarkan Nabi saw dalam berbagai kesempatan, 

musyawarah berperan dalam menyelesaikan permasalahan bersama dan 

menciptakan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Petani di Desa Kedungrejo telah menerapkan nilai-nilai musyawarah dalam 

pengambilan keputusan terkait pengelolaan budidaya ikan lele, resource sharing, 

dan strategi peningkatan produktivitas. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-

prinsip Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam 

bidang pertanian dan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, penelitian 

ini menegaskan bahwa konsep musyawarah tidak hanya memiliki nilai sejarah 

dalam Islam, namun juga relevan dalam konteks modern untuk membangun 

keharmonisan sosial. Budidaya ikan lele sebagai ruang musyawarah petani 

merupakan bukti nyata bagaimana musyawarah dapat menjadi alat penyelesaian 

konflik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan 

program ini juga memberikan harapan bagi regenerasi petani dan keberlanjutan 

sektor pertanian berbasis masyarakat. 
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